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Abstract

The business of travel umroh worship progressed and developed' in Indonesia-

T,nis is because.Indonesia is one of the largest countries whose inhabitants are

Muslifo moyities where one form of worship is umroh worship. In conducting its

business, umroh worship service organizers usually recnrit agcnts to get

worshipers. the agency and organizem of the umroh worship journey make an

agenryagreeme,nt which contains the related obligations and rights of each parry.

One of the obligations of the agent is to find a pilgrim who then his departrare will
be donc by the um:oh &avel organizers. But sometimes there are.uuiroh travel

organizers who are not good in providing services and facilities, one of which is

thi faiture to send pilgrims to Mecca and Medina to worship. In this case needs to

be analyzed more ,.ieepty related to the protcction of the law for umroh

.orrgregatioos so that they are nqt harrned. This research is normative research

using gen6ral research method that is statute approach and concepfua! approach.

Keywords: Umroh Travel Organizer, Agent, Umroh Congregption, Agency

Agreement

Abstrak

Bisais penyelenggaraan perjalan ibadah umroh makin majp dan berkembang di

Indoneiia. Hal ini karena:Indonesia merupakan salah satu negaia terbesar yang

penduduknya adalah moyoritas beragama Islam dimana salah satu bentuk

ibudunoyn adalah ibadah umroh. Dalam me4jalankan bisnisnya,'.penyelenggara

perjalanan ibadah umroh biasanya merekrut para agetr untuk mendapatkan
jroruuh. Agen dan penlelenggara perjalanao ibadah umroh tersebl.rt membuat

perjanjian keagenan dimana berisi terkait kewajiban dan hak dari masing-masirg

irlUrt. Salah satu kewajiban dari agen adalah mencari jamaah.yang kemudian

pemberanglatannya akan dilakukan oleh penyelenggara pgrjalanan urnroh

iersebut. Namun terkadang terdapat penyelenggara perjalanan umroh yang tidak
baik dalam memberikan layanan dan fasilitas, salah satunya'adalah gagalnya

memberangkatkan jamaah ke Makkah dan Madinah untuk beribadahr Dalam hal

ioi prrto dI analisis lebih dalam terkait perlindungan hularm bagi jamaah uniroh

agar mereka tidak dinrgikan. Penelitian ini adalah penelitian nonnatif yang

menggunakan metode penelitian secara umum yattl statute .approach dan

cdncepual approach.
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Kata Kunci: Penyeleogga.a Perjalanan Umroh, Ageg Jamaah Umroh, Perjanjian

Pendahuluan

Perjaqiian keagenan tetmasuk karena agen bertindak mewakili

dalam perjanjian bahr, yaitu perjanjian prinsipat berdasarkan surat kuasa maka

yang telah ditentukan isinya oteh hubungan prinsipal dengan agen berada

prinsipal sedangkan pihak agerl yarlg pada posisi yang setara. tidak sepeiti

menjamin kepastian hukum perjanjian majikan dengan buruh. 2 Perjanjian

tersebut. Bentuk perjaqf ian tersebut keagenan yang dilalarkan antara

adalah tertulis yang berisi hak dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah

kewajiban pira pfuak Apabila terjadi Umrah. dengan agennya didasarkan

permasalahan yang .muncul di pada kesepakatan paxa pihak. Agen

kemudian hari maka para pihak selaku penerima h;asa telah terikat

merumuskan dasar-Casar pemuhrsan untuk melalgrkan penjualan terkait jasa

perjanjian keagenan, yang biasanya yang dimilik Penyelenggara Perjalanan

disebut seba.gai events of defattli yaitu :t Ibadah Umrah.

a. pihak agen lalai melaksanakan Perjanjian keagenan antara

kewajibannya sebagaitnana yang prinsipal yairu Penyelenggara

tercantum dalampeijanjian; Perjalanan Ibadah Umrah dengao agen

b. agen melakukan perbuatan yang di beberapa wilayah menimbulkan

dilarang dilakulrau; akibat hulorm.bagi masing-inPing. Hak

c. parapihakjatuhpailit;dan prinsipal menjadi kewajiban dari agen,

d. kondisi tertentu yang begituprrn sebaliknya. Hak dan

menyebabkan tidak dapat kewajiban tersebut memunculkan

dilaksanakannya kewajiban akibat hukum datam bentuk tanggung

Hubungan keagenan adalah jawab bagi para pihak ' dalam

hubungan perwakilan, tindakan agen melaksanakan kewajibannya. Menurut

adalah representasi dari prinsipal oleh Peter Salim, tanggung jawab dapat

Mariam Darus Badrulzaman, "E-Commerce Tinjauan Dari Hukum Kontrak lndonesia", lurnol
Hukum Bisnis, Y ol- L2, 2O0L, h. 46.

SUhdrnoko, Hukum Perjonjian : Teori dsn Anolisa Ko5us, Pienada Media, Jakarta, 2004, h.

4t.
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dikelompokkan menjadi tiga yaitu

accountability, responsibiliry dan

liability. Tanggung jawab yang

dimaksud dalam accountability

berkaitan dengan keuangan atau

pembukuan dalam transaksi

pembayaran. Sedangkan tanggung

jawab . mengenai responsibiltty yaitu

kewaj iban memperbaiki kesalahan yang

pernah terjadi. Berbeda dengan

keduanya, tanggung jawab dalam hal

liability berarti kewajiban membayar

ganti kerugian yaug diderita. 3

Tanggung jawab sendiri dalam Hukum

Pengangkutan dibedakan menjadi lima

jenis prinsip tanggung jawab oleh

pengangkut, yaitu sebagai berikut:a

1. Prinsip tanggung jawab praduga

bersalah ( presurnption oJ

liability)

Pada priusip ini setiap perbuatah

yang mengakibatkan terugian pala

orang [ain, harus diduga bahwa

pengangicut yang bersatah. Prinsip

ini meletakkan kesalahan kepa{a

pengangktit dan pengangkut wajib

bertanggung j awab terhadap

JU/

kerugian yang diderita pengirim.

Sehingga menurut teori ini beban

pembuktian berada'di pihak tergugat

atau pengangkut. Meskipun beban

pembuktian berada di pihak

tergugat, tetapi tidak berarti

penggugat atau pengirim dapat

mengajukan gugatan sesuai

kehendaknya, karerra apabila tidak

dapat menunjukkan kesalahan

tergugat, maka pengirim dapat

digugat kembali oleh pengangkut.

2. Prinsip tanggung jawab berdasarkan

kesalahan ( Iiabitity based on fault )

Prinsip ini menyatakan dalam hal

terdapat kerugian yang diderita,

pengirim terkait barang atau jasa

selama dalarn masa pengangkutan,

maka pihak yang merasa dirugikan

wajib membuktikan kesalahan

pengangktrt apabila' ingin meminta

pertangguugjawaban kepada

pengangkut. Sehingga seseorang

dapat diminta

pertangguugjawab'annya secara

hukum apabila unsur kesalahan

terpenuhi.

3

turnol Susrness ond Corporote Law Reviiw, Volume 2, Nomor 1, September 2018
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K. Martono, 20tL, Hukum Angkuton Udora Berdosorkon UIJ Rl No. 7 Tohun 2009, Raja
Grafindo Persada, Jakarta, h.2L7.
Krisnadi Nasution, Penerapan Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Penumpang
Bus Umum, Mimbar Hukum, Vol.26, Nomor L,2014, h.55.
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3. Prinsip tanggung jawab mutlak oleh

pengangkut ( stricht liab ility )

Prinsip ini menitik beratkan Pada

penyebab pengangkut bertanggung

jawab atas kerugian yang diderita

pengirim ' tanpa perlu adanYa

pembuktian.. Hal tersebut teqadi

karena unsur kesalahan tidak

menjadi poin penting, sehingga

apapun yang terjadi pengangkut

wajib bertanggrrng jawab. Namun

terdapat kondisi tertentu Yang

menyebabkan pengangkut bebas dari

tariggung jawabnya yaitu ketika

kerugian tersebut akibat adanYa

force majeure.

4. Prinsip pernbatasan tanggung jawab

pengangku t ( limitation of ticb it ity )

Poin penting dalam prinsip ini

adalah pembatasan pemberian ganti

rugi oleh pengangkut kepada

pengirim. Prinsip ini cukup

menguntungkan peiaku usaha karena

terdapat batasan yang telah

ditentukan apabila terjadi kerugian.

Namun pelaku usaha tidak boleh

menentukan secara sepihak batas

tanggung jawab tersebut, karena hal

tersebut dapat merugikan konsumen.

5. Prinsip tanggung jawab praduga tak

bersalah Qtresumption of non

liability)

Prinsip ini mengatakan bahwa

pengangkut dianggap tidak punya

tanggung jawab atas segala kerugian

yang diderita pengirim, namun

bukan berarti pengangkut bebas dari

kesalahan.. Apabila kesalahan ada

pada pengangkut dan dapat

dibuktikan dengan adanya saksi

maka pengangkut hanrs bertanggung

jawab terhadap kerugian tersebut.

Menurut Ridwan Halim,

tanggung jawab hukum adalah

sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari

pelaksanaan peranan, baik peranan itu

merupakan hak dan kewajiban

ataupun kekuasaan. Secara umum

tanggung jawab diartikan

sebagai kewajiban untuk melakukan

sesuahi atau berperilaku menurut cara

tertentu tidak nrenyimpnng dari

peraturan yang. telah ada.s'Tanggung

jawab sendiri dapat lahir dari adanya

suatu hubungan hrrlarm antara pihak

satu dengan pihak lainnya.

Hukum perdata menyebutkan agen

sebagai pihak yang memiliki hubungan

hukum dengan prinsipal berdasarkan

perj anj ian keagenan. Hubungan hukum

5 Ridwan Halim, 1988, Hukum Administrosi Negora Dolom Tonyo Jowob, Ghalia

lndonesia, Jakarta, h. 23.

lurnol Business ond Corporate Law Review, Volume 2, Nomor 1, September 2018
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adalah hubungan yang terjadi antara pada perjanjian pemberian kuasa

subyek hukum satu dengan subyek sebagaimana diatur dalam Pasal

hukum lainnya yang diatur oleh hukum 1792 1816 BW. Kedudukan

dan menimbulkan hak dan kewajiban.6 huku* antara pemberi kuasa

Prinsipal memberikan kewenangan dengan perantara adalah

kepada agen untuk melakukan sederajat/sama, contohnya agen,

perbuatan hukum tertentu untuk mal5elar, komisioner dan

kepentingan prinsipal. Hubungan ekspedirur.

keagenan melupakan hubungan Selain itu perantara jrrga

keperantaraan, perantara sendiri dikelompokkan meujadi dua

dikelompokkanmenjadi duayaitu:7 berdasarkantanggungjawabnya, yaitu:8

a. Perantara dalam hubungan hukum a. Perantara yang bertanggung jawab

yang tetap penuh

Hubungan hukum yang tetap yang Perantara ini bertanggung jawab

dimaksud antara pernberi kuasa sepenuhnya terhadap perbuatan

dengan perantara, mrsalnya pada yang dilakukannya, contohnya

hubungan hukum perbunrfaan dealer dan ekspedihrr.

antara majikan dengan b. Perantara yang bertanggung jawab

buruh/pekerja yang diatur dalam sebagian.

Pasal 1601 huruf a BW, Oleh Perantara tidak bertanggung jawab

sebab. itu kedudukan hukum penuh terhadap akibat hukum yang

pemheri kuasa lebih tinggr timbul dari perbuatan

dibandingkandenganperantaradj,n keperantaraannyakarenaperantara

tidak sederajat, contohn;a pelayan ini berada dalam perintah pemberi

toko dan pedagang keliling. kuasa, contohnya agen, makelar

b. Perantara cialam hubungan hukum dan komisioner.

yang tidak tetapdan tidak tetap Berdasarkan hal tersebut agen

Hubungan hukum ini didasarkan Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah termasuk perantara dalam

6 Sudikno Mertokusum o, Mengenol Hukum Suotu Pengontor, Liberty, Yogyakarta, 2005, h.41.7 L. Budi Kagramanto et. al, Buku Ajor Hukum Dogong, Fakultas Hukum Universitas Airlangga,
Surabaya, 2OO4, h. 21.
rbid.8
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hubungan hukum tidak tetap dan Perjalanan Ibadah Umrah dengan calon

bertanggung jawab sebagian sehingga ju*aah merupakan perikatan untuk

kedudukan agen sebagai perantara tidak berbuat sesuatu yang berbentuk

memiliki tanggung jawab hukum secara pelayanan jasa. Jasa tersebut mengenai

penuh kepada pihak ketiga yang pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan

menderita kerugian sepanjang agen ibadah umrah sesuai keahlian yang

melaksanakan kewenangannya sesuai ditawarkan oleh Penyelenggara

dengan yang ciiperjanjikan. Tanggung Perjalanan Ibadah Umrah.

jawab tersebut berada di pihak Penyelenggara Perjalanan

prinsipal, karena agen tidak termasuk Ibadah Umrah yang gagal

dalam para pihak dalam perjanjian yang memberangkatkan calon jamaah umrah

dilatarkan antara prinsipal dengan pihak ini dapat dikatakan atau termasuk

ketiga. Sehingga rumusan masalahyang perbuatan wanprestasr dalam ranah

akan diangkat adalah tentang hukum perdata karena pihak

pertanggungjawaban agen jika terjadi penyelengga.ra telah melalcukan

pembatalan ibadah umrah. perbuatan yang dapat dikategorikan

sebagai perbuatan wanprestasi, yaitu :

Pertanggungjawaban Agen dalam 1. Penyelenggara perjalanan

Pembatalan Ibadah Umrah ibadah umrah tidak memenuhi

kewaiibannya untuk
Penyelenggara Perjalanan Ibadah 

*.*i.r*gkutkuo caron jamaah
umrah dengan calon jamaah 

unrrahnya;
mempirnyai hubungan hukum yans

berhubungan terkait harta t tuyuul 
2' Penyelenggara perjalanan

umrah terlambat dalam
yang melahirkan hak dan kewajiban

masing-masing. Hubungan tersebut 
memenuhi kewajibaonya untuk

terbentuk dari perikatan yang dilakukan 
memberangkatkan calon jamaah

kedua belah pihak. Menurut Pasal1234 - T*'ut
BW, tiap perikatan adalah untuk 

PenYelenggara nerjatall ibadah

umrah memenuhi tetapi tidak sesuai
memberikan sesuatu, untuk berbuat

sesuatu atau untuk tidak berbuat 
dengan apa yang diperjanjikan

sesuatu. perikatan antara penyerenggara 
sebagai kewajibanny untuk

memberangkatkan calon j amaah

lurndl Business ond Corporote Law Review, Volume 2, Nomor 1, September 2018
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ulnralmya. Kementerian Agama yang mengetahui

Usaha jasa penyelenggaxaa\ kejadian tersebut kemudian melakukan

ibadah umrah yang saat ini sedang klarifikasi, investigasi, advokasi hingga

berkembang di masyarakat sudah mediasi dengan calon jamaah.

menjadi hal yang biasa, dalam Klarifikasi dilakukan pertama kali pada

perkembangannya tersebut muncul tanggal 18 April 2017 namun pihak

beberapa kendala atau masalah. First Travel tidak memberikan jawaban.

Masalah dalam bidang usaha perjalanan Selanjutnya dilakukan mediasi yang

ibodah umrah ini dapat teijadl pertama tanggal 22 Mei 2017 namun

kapanpun karena penyelenggaraan ini upaya tersebuttidakberjalankarena tim

hampir dapat dilaksanakan sepanjang legal dat'r First Travel tidak memiliki

tahun. Salah satu masalah yang sering surat kuasa. Mediasi yang kcdua

muncul saat ini adalah calon jamaah dilaksanakan tanggal 24 Mei 2017

ibadah umrah gagal berangkat akibat namun pihak First Travel tidak hadir.

ketidakjelasen inforrnasi dari Ketiga mediasi ditakukan pada tanggal

Penyelenggara Perjalerran Ibadah 2 Juni 2017 antara First Travel dengan

Umrah. calon jamaah dari Bengkulu. Terakhir

Beberapa contoh yang kasus yang mediasi dilakukan tanggal 10 iuli 2017

saat ini masih dalam proses hukrm namun pihak First Travel kembali tidak

terkait kegagalan calon jamaah umrah hadir.e Selanjutnya pada tanggal 21 Juli

untuk berangkat melaksanakan ibadah 2OL7 satuan tugas waspada Otoritas

umrah adalah kasus F'irst Travel dan Jasa Keuangan memberikan perintah

Abu Tour. Kasus First Travel ini kepada First Travel untuk

bermula ketika terjadi kegagalan menghentikan penjuatan paket promo

pemberangkatan jamaah umrah pada umrah karena adanya indikasi investasi

Langgal 28 Maret 2017 padahal calon illegal dan penghimpunan dana

jamaah tersebut telah menempati hotel masyarakat tanpa izir.. Akhirnya

di sekitar bandara Soekamo-Hatta. Kementerian Agama mencabut izin

Dika Dania Kardi, "Kronologi Kisruh Penipuan Umrah First Travel", 10 A$ustus 2017, CNN

I n d o n es i a, https :/hvlvw.cnnindonesia.codna
kisruh-penipuan-umrah-fir-s1-Eaygl, d i a ks es ta n g ga I 19 J a n u a ri 20 1 8
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operasional First Travel berdasarkan -kan calon jamaahnya untuk

Keputusan Menteri Agama Nomor 589 melaksanakan ibadah umrah. Sebelum

Tahun 2017 per I Agustus 2Ol7.r0 Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Begitu pula dengan Kasus Abu Umrah dapat memberikan pelayanan

Tour bermula ketika pihak Abu Tour perjalanan ibadah umrah,

membuka paket promo umrah dengan Penyelenggara Perjalanan Ibadah

harga Rp.12.000.000,00 Umrah harus menrenuhi syarat yang

Rp.16.000.000,00, kemudian banyak ditetapkan. Bermula Cari Biro

orang yang mendaftarkan diri. Sejak Perjalanan wisata yang telah memenuhi

tahun 2C 1 6 samp ai 2018 sudah terdaftar persyaratat tersebut maka dapat

sekitar 86.720 ribu calon jamaah berkembang menjadi Penyelenggara

umrah. Caton jamaah tersebut tersebar 
ferjalanan 

Ibadah Umrah. Pelaksanaan

di 15 provinsi, mereka telah perjalanan ibadah umrah ini dapat

menyetorkan dana dengan total dimulai dari Penyelenggara Perjalanan

Rp.1.800.000.000.000,00, namun Ibadah Umrah dan calon jamaah yang

sampai saat ini calon jamaah tersebut menyepakati perjanjian untuk

belum diberangkatkan dengan alasan melakukan pengadaan perjalanan

terkendala jadwal penerbangan yang ibadah umrah. Perjanjian tersebut

dikurangi. Kemudian setelah lama tentunys harus memenuhi syarat sah

memrnggu, calon jamaah banyak yang perjanjian sebagaimana diatur rialam

melaporkan pihak Abu Tour kepada Pasal 1320 BW, dan berbentuk tertulis

pihak yang berwajib. Kasus ini teiah sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat

sampai pada tahap penyidikan dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 79

Direktur Utama Abu Tour telah Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan

ditetapkan sebagai tersangka.lr Undang-Undang Nomor L3 Tahun 2008

Seperti yang telah diuraikan di TentangPenyelenggaraallbadah'Haji.

atas saat ini banyak tedadi kasus terkait Hubungan hukum antara agen

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah yang tidak dapat memberangkat Umrah dengan calon jamaatr urnrah ini

10 rbid.LL Hendra Cipto, "Kasus Abu Tour : Terkumpul Dana Hingga Rp 18 Triliun Dari 86.720 Jemaah",

23 Maret 2018, https://regional.kompas.com/read/2018/03/23l1843305i/kasus-abu-
tours-terkum pu l-dana-h iun-dari-86720-iem aah ,diakses pada 24 APril 2018.

lurnal Business and Corporate Low Review, Volume 2, Nomor 1, September 2018
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termasuk dalam hubungan pelaku usaha Umrah. Hal tersebut terdapat dalam

dengan konsumen sebagaimana dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang

Hukum Perlindungan Konsumen. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Definisi koosumen menurut Pasal 1 Perlindungan Konsumen.

angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Pertanggungiawaban yang

Tahun 1999 Tentang Perlindungan dilakukan pelaku usaha kepada

Konsumen adalah setiap orang pemakai konsumen yaitu ganti kerugian yang .

barang dan atau jasa yang tersedia diderita konsumen. Ganti kerugian

dalam masyarakat baik bagi tersebut terjadi karena pelaku usaha

kepentingan sendiri, keluarga, orang melakukan wanprestasi dengan

lain, maupun makfiluk larn dan tidak gagalnya pemberangkatan ibadah

untuk diper<iagangkan. Sedangkan umrah sesuai yang telah disepakati.

dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ganti kerugian terk*ait kegagalan

Nomor 
'b Tahun lggg Tentang pemberangkatan calon jamaah umrah

Perlindungan Konsumen, pelaku usaha oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah

adalah setiap orang perseorangan atau Umrah dapat 'lisebabkan oleh dua

badan usaha, baik yang berbenhik faktor yaitu kesalahan dari pinak

badan hukum maupun bukan badan Penyelenggara Perjalanan Ibadah

hukum yang didirikan dan Umrah atau pemerintah. 12 Kesalahan

berkedudukan atau melakukan kegiatan yang berasal dari pemerintah

dalam wilayah hukum Negara Republik dikarenakan pengurangan kuota yang

Indonesia, baik sendiri maupun disebabkan kebi-iakan dari pemerintah

bersama-sama melalui " perjanjian Arab Saudi seperti yang terjadi pada

menyelenggarakan kegiatan usaha tahun 2013 akibat renovasi Masjidil

dalam berbagai bidang ekonomi. Haram. 13 Sedangkan kesalahan yang

Sehingga pihakyang bertanggung berasal dari Penyelenggara Perjalanan

jawab terhadap permasalahan yang saat Ibadah Umrah dapat disebabkan karena

12 Savira Rianda ariani et. Al., "Tanggung Gugat Terhadap Biro Perjalanan Atas Pembatalan

Pemberangkatan Haji Plus Dan Umroh, Artikel llmiah Hosil Penelitiqn Mahosiswo 2012,

Fakultas Hukum Universitas Jember, h. 7,

http://repositorv.unei.ac.idlbitstream/handle/123456789/59146/5avira%20Rianda.pdf;seq
uence=1, diakses pada tanggal 25 Februari 2018.

D"rp"t Dhuafa, Pemerintah Batasi Jamaah Umroh 20L3, 28 Juni 2073,

http://ddhongkone.orglqemerintah-b3tasi-iamaair-um roh-2013/, diakses pada tanggal 20

April 2018.

13
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adanya unsur penipuan seperti calon

jamaah betum terdaftar dalam daftar list

di Kementerian Agama sePerti Yang

saat ini banyak terjadi.

Hal tersebut tentunYa merugikan

calon jamaah yang telah mengeluarkan

biaya namun tidak dapat berangkat

menjalankan ibadah umrah. Konsumen

dalam hal ini calon jamaah umrah dapat

mengajukan gugatan perdata maupun

menuotut secara pidana. Sebagai

Penyelenggara Perjalaoan Ibadah

Umrah harus bertanggung jawab karena

berdasarkan Pasal 4 huruf g Undang-

Undang Nomor 8 Tahun i999 Tentang

Perlindungan Konsumen, konsumen

berpikiran bahwa yang ditawarkarr oleh

pelaku usaha akan dipenuhi sesuai

kesepakatan tanpa ada kekurangan dan

ditayani secara benar, jujur dan tidak

diskriminatif.

Pelaku usaha selain bertanggung

jawab terhadap kerugian yang diderita

oleh konsumen juga memiliki hak-hak

yang diatur dalam Pasal 6 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen yaitu :

a. hak untuk menerima pembaYaran

yang sesuai dengan kesepakatan

mengenai kondisi dan nilai tukar

barang dan/atat jasa yang diperda

-gangkan;

b. hak untuk mendapat perlindungan

hukum dari tindakan konsumen

yang beritikad tidak baik;

c. hak untuk melakukan pembelaan

diri sepatuhrya di dalam

penyelesaian hukum sengketa

konsumen;

d. hak untuk rehabilitasi nama baik

apabila terbukti secara hukum

bahwa kerugian konsumen tidak

diakibatkan oleh barang danlatat

j asa yang diperdagangkan;

e. hak-hak yang diatur dalam

ketentuan perafuran perundang-

undangan lainnya.

Sedangkan kewajiban bagi pelaku

usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen aCalah :

a. beritikad baik dalam melakukan

kegiatan usahanya;

b. memberikan informasi yang benar,

jelas dan jujur mengenai kondisi

dan jaminan barang dan/atau jasa

serta memberi penjelasan

penggunaan, perbaikan dan

pemeliharaan;

c. memperlakukan atau melayani

konsumen secara benar dan jujw

serta tidak diskriminatifl
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d. menjamin mutu barang dan/atau sebagai wanprestasi yaitu :

jasa yang diproduksi dan atau 1. Penyelenggara Perjalanan Ibadah

diperdagangkan berdasarkan Unuah tidak memenuhi

ketenfuan standar mutu barang kewajibannya yaitu

dan/ataujasayaugberlaku; memberangkatkan calon jamaah

e. memberi kesempatan kepada umrah yang mendaftar pada agen

konsumen untuk menguji, travelnya;

dan/atau mencoba barang 2. Penyelenggara Perjalanan Ibadah

dan/atau jasa tertentu serta Umrah terlambat dalam memenuhi

memberi jaminan dan/atau kewajibannya untuk

garansi atas bar-ang yang dibuat memberangkatkan calon jamaah

dan/atauyang diperdagangkan; sesuai kesepakatan;

f. memberi kompensasi, ganti rugi 3. Penyelenggara Pe{alanan Ibaclah

dan/atau penggantian atas Umrah memenuhi kewajibannya

kerugian akibat penggunaan, tetapi tidak sesuai dengan

pemakaian dan pemanfaatan perjanjian yang merupakan

baraag dan/atau jasa yang kewajiban pelalat usaira.

diperdagangkan; Perbuatan wanprestasi yang

g. rnemberi kompensasi, ganti rugi dilakukan Penyelenggara Perjalanan

dan/atau penggantian apabila ibadah Urnrah menimbulkan hak bagi

barang dan/atau jasa yang calon jamaah yang menderita kerugian

diterima atau dimanfaatkan tidak untuk menggugat ganti rugi. Menurut

sesuai dgngan perjanjian. Parial 1243 BW gug'atan wanprestasi

Pelaku usaha yaug atas tidak terpenuhinya prestasi yang

menyelenggarakan perjalanan ibadah dilakukan Penyelenggara Perjalanan

umrah yang gagal memberangkatkan Ibadah Umrah karena adanya

calon jamaahnya termasuk dalam kesalahaa atau kelalaian setelah

perbuatan wanprestasi. Hal tersebut dikirimnya pernyataan lalai (somasi)

terjadi dikareaakan Penyelenggara kepadapihakPenyelenggaraPerjalanan

Perjalanan Ibadah Umrah telah Ibadah Umrah. Pemyataan lalai

melanggar perjanjian yang disepakati, tersebut mengenai jangka waktu

perbuatan yang dapat dikategorikan perhitungan ganti rugi dan jenis serta
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jumlah ganti rugi yang .diminta. Berdasarkan hal tersebut agen dali

Namun, hal tersebut dapat dikecualikan Penyelenggara Perjalanan Ibadah

apabila tidak terlaksananya perjanjian Umrah yang diberi kuasa untuk

tersebut akibat adanya force majeure. mencari calonjdmaah umrah di wilayah

Pelaku usaha atau Penyelenggara tertenhr yang telah melaksanakan

Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak kewajibannya sesuai perjanjian tidak

melaksanakan kewajibannya atau bertanggung jawab terhadap

disebut wanprestasi dapat diberikar-l pembatalan umrah tersebut.

sanksi oleh pemerintah, sanksi tersebut Penyelenggara Perjalanan Ibadah

dapat dilihat pada Pasal 67 Peraturan Umrah sebagai prinsipal yang

Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 bertanggung jawab dalam memberikan

yaitu sanksi administratif. Sanksi ganti rugi kepada calon jamaah. Selain

administatif tersebut dapat berupa itu calon jamaah sebagai pihak ketiga

peringatan tertulis, pembekuan izitt. mempunyai hubungan [angsun$ dengan

penyelenggaraan, atau pencabutan izin prinsipal sehingga hubungan hukum

penyelenggaraan. terjadi antara prinsipal dengan pihak

Calon jamaah yang mendaftar ketiga. Ditambah p,;fu, bahwa calon

melalui kantor cabang atau agen dari jamaah melalcukan pembayaran

Penyelenggara Perjalanan Ibadah langsung kepada pihak prinsipal tanpa

Umrah banyak yang meminta melalui agen.

agcn tersebut, namun di sisi tain agen :Y -:l::l "to'dap 
Pcm atalan

' Pemberangkatan Ibadah Umrah
bertindak untuk dan atas nama

prinsipat. Seperti yang telah dibahas Kasus kegagalan pemberangkatan

pada bab sebelumnya, agen dalam calon jamaah umrah oleh

melakukan perbuatan hukum Penyelenggara Perjalanan Ibadah

berdasarkan kuasa yang diberikan Umrah cukup banyak terjadi di

prinsipal. Sehingga prinsipal Indonesia, padahal calon jamaah

bertanggung jawab atas segala tersebut telah membayar lunas harga

perbuatan hukum yang dilakukan agen, yang telah disepakati dalam perjanjian.

kecuali perbuatan tersebut tidak sesuai Hal tersebut diakibatkan Penyelenggara

dengan kuasa yang diberikan prinsipal. Perjalanan Ibadah Umrah yang tidak
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bertanggung jawab dan tidak beritikad dan pendidikan konsumen;

baik kepada calon jarnaah umrah 6. Hak untuk diperlakukan atau

sehingga diperlukan perlindungan dilayani secara benar dan jujur

hukum bagi calon jamaah tersebut. serta tidak diskriminatif;

Calon jamaah umrah sebagai konsumen 7. Hak untuk mendapatkan

memiliki " hak sebagaimana tertuang kompensasi, ganti rugi dan/atau

dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor penggantian, apabila

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan barang/atau jasa yang diterima

Konsumen yaitu: tidak sesuai dengan per;anjian

1. Hak atas kenyamanan, keamanan atau tidak sebagaimana

dan keselamatan dalam mestinya;

mengkonsumsi barang d.an/atau 8. Hak-hak yang diatur dalarn

jasa; ketentuan peraturan perundang-

2. Hak untuk memilih barang undangan lainnya.

dan/atau jasa serta mendapatkan

barang dan/atau jasa tersebut Sedangkan kewajiban konsumen

sesuai dengan nilai tukar dan dapat diiihat pada Pasal 5 flndang-

kondisi serta jaminan yang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

dijanjikan; Perlindungan Konsumen adalah:

3. Hak atas inforrnasi yang benar, 1. Membacaatatrmengikuti

jelas dan jujur mengenai kondisi petunjuk informasi dan prosedur

dan jaminan barang dan/atau jasa; pemakaian atau pemanfaatan

4. Hak untuk didengar pendapat dan barang dan/atau jasa, demi

keluhannya atas barang dan/atau keamanan dan keselamatan;

jasa yang digunakaqHak untuk 2. Beritikad baik daiam melakukan

mendapatkan advokasi, transaksi pembelian barang

perlindungan, dan upaya dan/ataujasa;

penyelesaian sengketa 3. Membayar dengan nilai tukar

perlindungan konsumen secara yang disepakati;

patut; 4. Mengikuti upaya penyelesaian

5. Hak untuk mendapat pembinaan hukum sengketa perlindungan

konsumen secara patut.
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Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah yang telah melakukan

wanprestasi merupakan Pihak Yang

bertanggung gugat terhadap kerugian

yang diderita calon jamaah umrah.

Menurut pendapat R. Setiawan,

kerugian adalah kerugian Yang nyata

terjadi karena wanprcstasi, besarnya

kerugian ditentukan dengan

perbarrdingan arltara harta kekayaan

setelah terjadi wanprestasi dan keadaan

apabita tidalt terjadi wanprestasi. 
ra

Lebih lanjut, pendapat dari YahYa

Harahap mengemukakan bahwa ganti

rugi adalah kerugian yang nyata ata.t

fietelijke ncCeel yang ditimbulkan dari

perbuatan wanprestasi. Menurut Yahya

Harahap, besarnya ganti rugi kira-kira

sebesar apabila prestasi dilakukan. 15

Ganti rugi dapat disebabkan dua hal

yaitu wanprestasi dan Perbuatan

melanggar hukum. Ganti rugi Yang

disebabkan wanprestasi meruPkan

akibat tidak dilaksanakannya prestasi

oleh saiah satu pihak yang terikat

perjanjian dengan pihak lainnYa.

Sedangkan ganti rugi yang disebabkan

perbuatan melanggar hukum adalah

bentuk ganti nrgi akibat adanya

kesalahan, seseorang yang tidak terikat

perjanjian melaktrkan kesalahan yang

menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah dan calon jamaah merupakan

dua pihak yang saling memerlukan,

Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah menawarkan jasanya untuk

mengakomodasi perjalanan unnrah

sesuai keahliannya dan calon jamaah

memerlukannya untuk dapat

menjalankan ibadah umrah. Oleh sebab

itu keduanya saling membutuhkarr

untuk mendapat keunrungan masing-

masing. Namun saat ini banyak calon

jamaah yang dirugikan oleh

Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah dikarenakan ketidaktahuan

calon ja*aah terhadap hak-haknya.

K-erugian yang dialami calon jamaah

tidak hanya berupa materi namun juga

waktu dan tenaga yang dikeluarkan

selama meminta kejelasan informasi

dari pihak Penyelenggara Perjalanan

Ibadah Umrah.

Konsumen dapat melakukan

gugatan dalam ranah perdata maupun

L4

15

R, Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikoton, Bina Cipta, Bandung, t977,h.17. Sebagaimana

dikuti dalam M. Tjoanda, "Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata", lurnal Sasi, Vol. 15 No. 4, Oktcber-Desember 2010, h.43.

M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjaniion, Alumni, Bandung, 1985, h. 66.

Sebagaimana dikuti M. Tjoanda, "Wlrjud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata", Jurnol Sosi, Vol. 16 No. 4, Oktober-Desember 2010, h. 43.
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kegagalan pemberangkatan umrah,

sebagaimana terdapat dalam Pasal 19

ayat (3) Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen. Menurut Pasal 1367 BW

syarat terpenuhinya tanggung gugat

yaitu :

1. Adanya perbuatan;

Perbuatan yang dilakukan

pelaku usaha dapat berupa 3.

perbuatan yang aktif dilakukan

atau tidak berbuat sesuatu

dengan kata lain pasif. Datam

kasus kegagalan

pemberangkatan umrah oleh

Penyelenggara Pe4alanan

Ibadah Lrmrah, Penyelenggara

Perjalanan Iba$h Umrah tidak

melakukan kewajibannya

sebagaimana mestinya sehingga

calon jamaah tidak terdaftar di

K*ementerian Agama. 4

2. Adanya unsur kerugian;

Konsurnen menderita kerugian

materiil akibat tidak

dij alankannya kewajiban pelaku

usaha sebagaimana yang telah

diperjanjikan. Calon jamaah

yang mendaftar pada

Penyelenggara Perjalanan

Ibadah Umrah yang melaporkan

319

ke polisi merupakan jamaah yang

telah melunasi pembayaran biaya

umrah sesuai kesepakatan.

Namun setelah melakukan

pembayaran, konsumen justru

tidak segera diberangkatkan

hingga waktu yang relatif lama.

Sehingga konsumen mengalami

kerugian akibat pembayaran

tersebut.

Adanya unsur perbuatan

mslanggar hukum;

Perbuatan yang dilak'rkan

tersebut melanggar ketentuan

perundang-undangan dan

kesusilaan. Pelaku usaha atau

Penyelenggara Perjalanan Ibadah

Umrah melanggar Pasal 65 huruf

a Peraturan Pemerintah Nomor

79 Tahun 2012 yaitu gagal

memberangkatkan calon jamaah

ke Arab Saudi.

. Adanya hubungan kausal antara

perbuatan yang dilakukan dengan

kerugian yang diderita.

Perbuatan yang dilakukan pelaku

usaha tersebut menjadi penyebab

yang mengakibatkan konsumen

mengalami kerugian materiil.

Pelaku usaha tidak melaksanakan

kewajibannya yaitu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal57 ayat (1)
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wajib memberikan pelayanan: anggota fi$uh dan lainnya.

a. bimbingan Ibadah Umrah; Berdasarkan Pasal L246 BW

b. transportasi jemaah uuirah; menyebutkan bahwa yang dapat

c. akomodasi dan konsumsi di dituntut penggantiannya adalah biaya,

Arab Saudi; rugi dan bunga- Oleh sebab itu menurut

d. kesehatan jemaah umrah; pendapat Abdulkadir Muhammad,

e. perlindungan jemaah irmrah dan unsur-unsur ganti rugi adalah:

perugas umrah; dan a. Biaya yang dikeluarkan

f. administrasi dan dokumen b. Kerugian akibat kelalaian

umrah c. Blrnga atau keunfungan yang

Akibat dari tidak dilalanakan diharapkan

kewajiban tersebut. kcnsumen Cara pemberian ganti rugi akibat

mengalami kerugian materiil berupa wanprestasi sendiri terbagi menjadi

uang yang telah dibayarkan. Selain itu beberapa macam, yaitu sebagai berilart:

konsumen juga menCerita kerugian
1. Ganti rugi yang ditentukan

'x'aktu dan tenaga unf.rk menyelesaikan

permasatahan tersebut yans ::Tn;r:}iinGanh rugi dengan 'cara ini
membutuhkan waktu yang relatif lama' 

merupakan ganti rugi akibat
Peristiwa batalnya calon ju+*h

. wanprestasi yang bentuk dan
ibadah umrah termasuk dalam ganti

rugi akibat wanprestasi karena antara ':'*.ottu*y] 
ganti rugi telah

ditetapkan dalam perjaqjian.
Penyelenggara Perjalanan Ibadah - 

"-*t-
Jadi, Penyelenggara Peqjalanan

Umrah dengan calon jamaah terikat 
Ibadahumrahdancaronjamaah

hubungan hukum melalui perjanjian.

Kerugian dapat dibedakan menjadi dua 
sela]ot menentukan kalusula

bentuk yaitu kerugian materiil dan :t:o 
*t dalam isi perjanjian'

kerugian immateiial" Kerugian materiil 
halitu.dilakukanuntukmemberi

penyelesaian sengketa apabila
merupakan kerugian yang dapat dinilai

dengan uang. Sedangkan kerugian 
di kemudian hari terjadi

immaterial adalah kerugian yang tidak ^ 
ojtt'*to:".""".*anprestasi'

2. Ganti rugi ekspektasi.
dapat dinilai dengan uang' misalnya 

Ganti rugi dalam bentuk ini
rasa takut, penderitaan batin, rasa sakit
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merupakan ganti rugi karena

hilangnya keuntungan yang

diharapkan di kemudian hari

apabila tidak terjadi

wanprestasi. Oleh sebab itu,

pihak y^ng dirugikan

dikondisikan seolah-olah tidak

terjadi wanprestasi dan

keuntungan yang diharaPkan

akan dapat didapatkannYa.

3. Pergantian biaya.

Pergantian biaya adalah bentuk

ganti rugi yang mengganti

scluruh biaya yang telah

dikeluarkarr pihak yang

dirugikan akibat adanya

wanprestasi. ' Pihak yang

melakukan wanprestasi

melakukan perhitungan jumlah

yang harus diganti rugi dengan

melihat bukti-bukti pengeluaran

yang biasanya berbentuk

kwitansi.

4. Restitusi.

Ganti rugi dalam bentuk ini

memutuskan untuk

mengembalikan keadaan sesuai

posisi semula seolah-olah tidak

pemah terjadi kesepakatan

dalam perjanjian. Sehingga yang

harus dilakukan adalah

mengembalikan semua nilai

tambah dalam bentuk aslinya

yang telah diterima satu pihak

dari pihak lainnya. Nilai tambah

ini adalah nilai tambah yang

dihasilkan dari perjanjian

tersebut, misalnya berupa

barang maka pengembaliannya

juga berupa barang tersebut

sesuai kondisi awalnya.

5. Quantum meruit.

Bentuk pemberian ganti rugi ini

hampir mirip dengan bentuk

restitusi namun yang

membedakan adalah nilai

tambahan yang harus

dikembalikan berupa harga dari

nilai tambah dalam 
. 
bentuk

aslinya. Hal itu diSebabkan nilai

tambah tersebut tidak

dimungkinkan dikem'balikan

dalam kondisi yang sama akibat

telah berubatr hentuk atau telah

terpakai 'kegunaannya.

Contohnya semen yaog telatr

dipergunakan tidak mungkin

dikembalikan dengan wujud

aslinya sehingga

pengembaliannya dengan cara

mengkonversi ke harga jual

semen tersebut.

6. Pelaksanaan perjanjian.

Pemberian ganti rugi dengan
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cara mengharuskan pihak yaag Ibadah Umrah) sepanjang agen

melakukan wanprestasi untuk melaksanakan kewajibannya sesuai

tetap melaksanakan ketentuan yang disepakati dalam

kewajibannya meskipun perjanjian keagenan antara

terlambat dari ketentuan yang Penyelenggara Perjalanan Ibadah

disepakati. Kewajiban tersebut Urrah dan agen tersebut. Hubungan

' dilakukan meskipun tanpa atau keagenan adalah hubutgan perwakilan

dengan ganti rugi. ' sehingga tindakan agen merupakan

Penggantian ganti rugi dalam representasi dari prinsipal berdasarkan

kasus kegagalan pemberangkatan calon pemberian kuasa yang disepakati dalam

jamaqh ummh dapat dilakukan dengan perjanjian, dengan demikian agen tidak

cara pergantian biaya atau pelaksanaan berhubungan langsung dengan pihak

perjanjian. Hal itu dikarenakan calon ketiga yaitu calon jamaah. Calon

jamaah umrah telah membayar lunas jamaair tersebut membuat perjanjian

biaya ibadah urnrah dan telah langsung dengan prinsipal termasuk

meninggu dengan harapan dapat dalam hal pembayaiau. $6hingga,

berangkat ke Arab Saudi. Sehingga kerugian yary diderita calon jamaah

ganti rugi yang paling tepat adalah tersebut menjadi tanggung jawab pihak

mengembalikan biaya yang telah prinsipai yaitu Penyelenggara

dikeluarkan dengan melihat bukti Perjalanan Ibadah Umrah. Saran untuk

kwitansi atau bukti transfer dari calon pemeriniilh lebih cermat menilai syarat-

jamaah atau tetap memberangkatkan syarat yang harus dipenuhi dalam

calon ja-uuh tersebut untuk proses pemberian izin bagi

melaksanakan ibadah umrah sesrrai Penyelenggara Pe{alanan Ibadah

harapan calon jamaah umrah Umrah. Selain itu juga menindak tegas

Kesimpulan :-""'1**'*" 
Perjalanan 'Ibadah

Unrah yang melanggar peraturar
Agen sebagai penerima kuasa tidak

bertanggung jawab terhadap 
"uloo 

Pt*od*g-undangan'

jamaah umrah akibat pembatalan

pemberangkatan ibadah umrah oleh

prinsipal (Penyelenggara Pedalanan
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